SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAUR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAUR
NOMOR 20/HK.04-Kpt/1704/KPU-Kab/X1/2021
TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAUR
NOMOR 07/HK.04-Kpt/ 1704 /KPU-Kab/I11/2021 TENTANG PEMBENTUKAN
TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI

HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAUR

TAHUN 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAUR,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Keputusan Komisi
Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor
673/TIK.01-Kpt/03/KPU/II1 /2019 tentang
Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan
Dokumentasi dan Informasi Hukum di lingkungan
Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, perlu
melakukan penyempurnaan terhadap beberapa
ketentuan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Kaur Nomor 07 /HK.04-Kpt/1704 /KPU-
Kab/Il1/2021 Tentang Pembentukan Tim Pembina dan
Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi
Hukum di lingkungan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Kaur Tahun 2021;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan  sebagaimana
dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaur tentang
perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum
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Mengingat

Kabupaten Kaur Nomor 07 /HK.04-Kpt/ 1704 /KPU-
Kab/1l1/2021 Tentang Pembentukan Tim Pembina dan
Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi
Hukum di lingkungan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Kaur Tahun 2021;

. Undang-Undang 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan

Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan
Kabupaten Kaur (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4266);

. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun

2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4843);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun
2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4846);

. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun

2009 tentang Layanan Publik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1 12, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang

Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 182 , Tambahan
Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 6 109);

. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008
tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5149);
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7. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang
Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 82);

8. Peraturan Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang
Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
692);

9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010
tentang Standar Layanan Informasi Publik Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 272;

10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun
2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi
Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);

11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun
2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum,
Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320)
sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata
Kerja Komisi Pemilihan Umum, Kerja Komisi
Pemilihan Umum Provinsi, Kerja Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763);

12, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun
2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan
Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan
Umum, Sekretariat Komisi Pemitihan Umum Provinsi,
dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 1236);
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Memperhatikan

Menetapkan

KESATU

13. Keputusan Komisi  Pemilihan Umum  Nomor
134/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Jaringan
Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan
Umum;

: a. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor

673/TIK.01-Kpt/03/KPU /111 /2019 tentang
Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan
Dokumentasi dan Informasi Hukum di lingkungan
Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia;

b. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaur
Nomor 07/HK.04-Kpt/ 1704 /KPU-Kab/11 /2021
Tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis
Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di
lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaur
Tahun 2021;

MEMUTUSKAN:

© KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN

KAUR TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAUR NOMOR
07/HK.04-Kpt/1704 /KPU-Kab/I11/2021 TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
KAUR TAHUN 2021.

: Membentuk dan menetapkan Perubahan Keputusan

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaur Nomor
07/HK.04-Kpt/1704 /KPU-Kab/111 /2021 Tentang
Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan
Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Kaur Tahun 2021
sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
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KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

: Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan

Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Kaur Tahun 2021 sebagaimana yang dimaksud
dalam Diktum KESATU terdapat pengurangan jumlah
anggota.

: Pembiayaan atas Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan

Umum Kabupaten Kaur Nomor 07/ HK.04-Kpt/ 1704 /KPU-
Kab/H1/2021 Tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim
Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di
Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaur
Tahun 2021 dibebankan pada Anggaran dan Pendapatan
Belanja Negara.

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bintuhan
Pada Tanggal 10 November 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAUR,

ttd.

YUHARDI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KAUR

Kepala Sub Bagian Hukum,
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LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAUR

NOMOR 20/HK.04-Kpt/ 1704 /KPU-Kab/XI/2021
TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN KAUR NOMOR 07/HK.04-
Kpt/1704 /KPU-Kab/II1 /2021 TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI
HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN KAUR TAHUN 2021

TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI
HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAUR

TAHUN 2021

NO JABATAN KEDUDUKAN DALAM TIM KETERANGAN
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A. TIM PEMBINA

)15 Ketua KPU Ketua Pembina

2 Anggota KPU Pembina

3. Anggota KPU Pembina

-+ Anggota KPU Pembina
B. TIM TEKNIS

1 Sekretaris KPU Kabupaten Penanggung Jawab

Kaur
2. Kasubbag Hukum dan Pimpinan Redaksi
Sumber Daya Manusia
3. Kasubbag Teknis Sekretaris Redaksi
Penyelenggara Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan
Masyarakat
4. Kasubbag Perencanaan, Administrator
Data dan Informasi
5. | Staf Sub Bagian Keuangan, Pelaksana Redaksi
Umum, dan Logistik
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6. Staf Sub Bagian Hukum Anggota Pelaksana Redaksi
dan Sumber Daya Manusia Produk Hukum
Ditetapkan di Bintuhan

Salinan sesuai dengan aslinya

Pada Tanggal 10 November 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAUR,

ttd.

YUHARDI

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KAUR
Kepala Sub Bagian Hukum,
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